| SALINAN |

GUBERNUR GORONTALO

Menimbang

Mengingat

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 43 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2009

GUBERNUR GORONTALO,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah, Perlu ditetapkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2009;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009;

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

.~ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) - sebagaimana telah diubah terakhir  dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);









Pasal 5

(1) Memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam
RKPD tahun 2009, maka seluruh SKPD harus mengalokasikan
anggaran APBD ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif
dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil yang inovatif;

(2) Karena keterbatasan pembiayaan melalui APBD tahun 2009, dukungan
pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi bagian
tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagai dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun

2009 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009.

Pasal 7
Dalam hal RKPD Tahun 2009 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan RAPBD Tahun 2009 dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah melakukan
penyesuaian sekaligus revisi RKPD Tahun 2009 berdasarkan hasil
pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan sesuai dengan aslinya

egaja Biro Hukum Ditetapkan di Gorontalo
i alo, padatanggal 23 mMei 2008

GUBERNUR GORONTALO,

‘.' ntehgo, S.H., M.H.

HHha Utama Muda (Vi/c) ttd

NIP. 19700115 199803 1 011 FADEL MUHAMMAD
Diundangkan di Gorontalo
padatanggal 23 Nei 2008
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ttd

Drs. H. IDRI8 RAHIM, MM
PEMBINA YTANA MADYA
NIP. 560 004 832
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